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Dimensi
Kejelasan
Rumusan

Kejelasan norma
dan istilah

1. Kejelasan
subjek
penerima
tunjangan
kinerja

2. Kejelasan
mekanisme
pemberian
dan penilaian

Secara umum, perumusan
norma dalam Peraturan
Menteri ini telah
menggunakan bahasa
hukum vyang jelas dan
sistematis. Subjek penerima
tunjangan Kinerja
dirumuskan secara tegas

sebagai pegawai di
lingkungan Kementerian
Koperasi. Namun, dalam

beberapa ketentuan terkait
penilaian kinerja dan
besaran tunjangan, norma
masih bersifat umum dan
bergantung pada kebijakan
teknis lebih lanjut, sehingga
berpotensi menimbulkan
perbedaan penafsiran dalam
implementasinya.

Perlu penguatan
kejelasan norma
melalui
penjabaran lebih
rinci dalam
peraturan
pelaksana atau
pedoman teknis,
khususnya terkait
indikator
penilaian kinerja
dan mekanisme
penyesuaian
besaran
tunjangan.







